H KUM NASIONAL DALAM PERSPEKTIF '
 PANCASILA :
(DE VELOPMENT OF NATIONAL LEGAL SYSTEM
IN THE PERSPEK TIVE OF PANCASILA) -

PEMBANGUNAN SIST'_'

Oleh Sonyendah Retnamngsnh
Fakultas Hukum Universitas Indonema -
Karnpus FHUL Gedung A, Depok, Jawa Barat
Ei 11 ade étno 1993@yah00 co. 1d

yaitu- pembangunan materi hukum pembangunan budaya hukum, lembaga dan aparatur, serta
termasuk juga tentang penyempumaan proses, plosedur dan mekanisme pembentukan hukum.
Sistem hukum nasmnal merupakan mstem hu um yang berlaku di seluruh Indonesm yang

dari segala sumber hukum di Indonesna
‘dan dasar ﬁlsafat negara yan -~ melip

ikatnya merupakan suatu pandangan hidup
rta - watak dari bangsa Indone51a

merupakan sumber hukum P n ,
dalam pembangunan sistem g/ Indonegialsangat dipeng; g dijiwai oleh nilai—nilai
yang terkandung dalam Dlehkarena i ulis ak ntang makalah yang
berjudul “Pembangun : afaj
Berdasarkan latar bels
berikut: Pertama, B
hidup bangsa dala
Pancasila dalam pe
Adapun tujuan penuhi
Perspektif Pancasila, ¥
1. Untuk mengkajt
dan pandangan h
2. Untuk mengkaji daf
sistem hukum nasi
Berdasarkan pembahasan
disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa kedudukan Pancasila sebaga1 Pandangan hidup bangsa merupakan kesatuan dari
rangkaian nilai-nilai luhur, yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata
kehidupan individu, interaksi individu dan individu dengan alam sekitarnya dalam
~ suatu lingkup kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa

masalah sebagai
a dan pandangan
nanakah pengaruh

Nasional Dalam
ebagai dasar negara
nasional.

asila dalam pembangunan

tersebut di atas dapat

Indonesia yang merupakan pengejawantahan isi dan jiwa atau kepribadian bangsa
Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sebagai
kristalisasi pandangan hidup dan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral
yang luhur bangsa Indonesia.

2. Bahwa Pancasila sebagai Sistem Pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan
dalam rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila yang ditempatkan dalam
Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai
penyusunan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, sangat mempengaruhi
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- pembangunan sistem hukum ___smnal yang berlaku d1 Indonema ‘Dengan demlkmn
‘penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh
- Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penerapan atau realisasi Pancasila pada
~ bidang hukum menumbuhkans-.ketentuan—ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai
i -'-";oleh Pancasila. - :

Kata Kunc1 Pancasila, Pembangun n Si tem Hukum Nasional.

:'BSTRACT |

A legal a’evelopment to rea!;ze the national legal system includes some aspects, which are:
legal material development, legal culture development, institutions and apparatuses, and
zmprovmg the process, pfocedure and mechamsm of the law establzshmem Natzonal legal

Pancaszla and UUD 1945. Pancasz a, as the source of all legal sources in Indonesza is
essentially as the view of life and the basic philosophy of the state, including the condition and
characteristic of Indonesian nanon Smce Pa aszla is rhe view of lzfe Jor Indonesian nation

pited by the value contamed in Pancasila.
velopment of National Legal System

identification as follows:
view of life of the nation
ice of Pancasila in the

According to the backg:o
First, how is the position
in the development of
development of nation
There are purposes bf

1. To assess an principle and the
view of lif¢ L7
2. To assess arm elopment of national

legal system

According to the dise
Jfollows:

1. That the positio.

of noble values, w

individual, the indi

ill be concluded as

is the unity of the series

rganize the life of the

e natural surroundings
in a sphere of natiorre ich is the embodiment of
content and soul or personality of Indovesian nation. Pancaszla is a noble agreement
of Indonesian nation and as the crystallization of the view of life and the philosophy
which are related to the noble of ethical values and morals of Indonesian nation.

2. That Pancasila as a system of the view of life of Indonesian nation has been formed in

- the series of five principles named Pancasila which is placed in preamble of UUD 1945

as the foundation of philosophy that underlies and animates the preparation of the
provisions in UUD 1945, greatly affects the development of the development of the
national legal system which is applicable in Indonesia. Therefore, the preparation and
implementation of Indonesian laws should be based on and imbued by Pancasila as the
view of life of the nation. The preparation or the implementation of Pancasila in the
legal sector fosters legal provisions which are imbued or colored by Pancasila.

Keywords: Pancasila, The Development of National Legal System.
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VAT Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah -
Pembangunan hukum  menuju
_termuudnya sistem  hukum n_ smnal
“meliputi  beberapa - aspek
' embangunan mater; ~ huk

'penyempurnaan proses
mekanisme pembentukan hukum-
hukum nasional merupakan mstem
‘hukum yang berlaku di seluruh Indonesia
~ yang sangat dipengaruhi dan bersumber
pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasﬂa
sebagai sumber dari segaIa sumber

hukum di Indonesia pada hakikatnya

merupakan suatu pandangan hldup dan %
dasar filsafat negara yang -meh

suasana serta watak dari
Indonesia. .
Pancasila  ditemp
Pembukaan Undang-
- sebagai landasan
mendasari dan f
kenegaraan di Jus
hidup bangsa dan®
dua konsepsi d
bernegara yangy
Indonesia. Pertar
“melindungi segen
dan untuk mema
umum, dan mence
bangsa...”. Kedua, bersifatu
arti dalam lingkup Kkelidhg
bangsa di dunia yaitu “i
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial...”.
Pancasila merupakan pandangan

- hidup bangsa Indonesia yang merupakan -

pengejawantahan isi dan jiwa atau
kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila
adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia

" “dan sebagal :kfis.télisa.szi'pandangéh hidﬁp___

dan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai

~ -etika dan -moral yang  luhur bangsa
~ Indonesia.

24

* Pancasila sebagai filsafat bangsa

Indonesia berbeda dengan cara pandang
- dan filsafat Barat yaitu kapitalis-liberal - :
- maupun filsafat yang dianut kaum -

sosialis-komunis. = Dasar  pemikiran -

~ filosofis yang terkandung dalam setiap =~
“sila mengandung makna bahwa dalam

-setiap aspek kehidupan kebangsaan,
~kemasyarakatan dan kenegaraan harus

berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan
- dan Keadilan. Dengan demikian, maka
- Pancasila
" Ifdonesia berpandangan bahwa negara

sebagai filsafat bangsa

t demokratis dengan mengakui
n@ungi baik hak-hak individu
yarakat, serta mengakui
pun  individualisme.
, Pancasila sebagai
an kenegaraan dan
esia tidak hanya
m angan-angan
an tetapi dalam
11 bentuk dan isi
sebagai pedoman
a,’ sehingga nilai-
at terwujud secara
dupan bermasyarakat,
egara.

n bahwa Pancasila
angan hidup bangsa
Indonesia yang sekaligus merupakan
sumber hukum pembentukan peraturan
perundang-undangan  di  Indonesia,
namun dalam kenyataannya masih

-banyak peraturan perundang-undangan-

yang langsung mengadopsi dari
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara di luar Indoriesia tanpa

Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, cet. 1 (Jakarta: Gatra Pustaka,

2010), hlm. 33.

Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 283.

3 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan llmu Hukum Pemikiran Menuju
Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 368-369
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~ nasional :
- dipengaruhi dan dijiwai oleh n 1a1~n11a1

: .Undang Penanaman Modal

harus  disesuaikan - d'énga" kondisi

masyarakat Indonesia, seperti. antara lain

Undang-Undang Kepailitan, Undang-
: U

scrta

Indonesia  akan

~yang terkandung dalam Pancasﬂa Oleh

karena itu penulis akan mengkajl tentang

- makalah yang berjudul “Pembangunan

Sistem  Hukum
Perspektif Pancasila.”

Nasmnal ol

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar beiakang d
maka permasalahan g -

Pancasila sebagai
pandangan  hidyj
pembangunan sis

Kedua, Bag
Pancasila dalam®
hukum nasio

3. Tujuan Pe
Adapun tuji
tentang “Pemba
Nasional Dalam P
mempunyai tujuan s
Pertama, umn
menganalisis tent
Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan  hidup bangsa dalam
pembangunan sistem hukum nasional.
Kedua, wuntuk mengkaji dan

~menganalisis tentang pengaruh Pancasila. -

dalam pembangunan sistem hukum

nasional.

4. Metode Penelitian

 dilakukan

beberapa it
'peraturan perundang—undangan'lamnya i jugad _ )
nan si - berdasarkan logika keilmuan hukum dari

~ sisi - normatifnya.*
- tipologinya,

” dikemukakan

Penelitian ini termasuk dalam
hukum  normatif  yang
dengan cara tertentu,
berdasarkan suatu sistem, dan tanpa
pertentangan dalam kerangka tertentu,
untuk menemukan kebenaran

Ditinjau  dari
penelitian  ini
penelitian deskriptif yang bertujuan
untuk menggambarkan secara tepat sifat

-suatu individu, keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu, untuk menentukan
frekuensi suatu gejala.’

Metode pengumpulan data

'\ penelitian ini dengan cara melakukan

tudi  kepustakaan  yaitu  dengan
akan data sekunder. Data
~adalah data yang tidak

osung di lapangan tetapi

»bahan pustaka.® Untuk
bahan hukum yang
an dengan cara
gumpulan, dan
ahan  kepustakaan,
ng-undangan, hasil
rya ilmiah serta
rtulis lainnya.

akukan analisis dan
akalah yang berjudul
“ Sistem  Hukum
lam Perspektif Pancasila”,

beberapa teori yang
relevan yaitu Teori yang terkait dengan
Negara  Hukum  Pancasila  yang
dikemukakan oleh B Arief Sidharta dan
Teori Sistem Hukum yang dikemukakan

bersifat

oleh Lawrence M Friedman.

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.
Ibid., hlm. 4.
1bid., hlm. 6.
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a. Negara

~ oleh hukum;

Negara Hukum Pa.ncasﬂa ‘men

Arief Sidharta mempunyal'- o c;h ciri
sebagai berikut:’ . i
Pancasila - adalah _“negara

-'-:'hukum yang di - dalamnya semua

'b. Negara Pancasila ': adalah égﬁra
. demokrasi yang dalam kese uruhan
kegiatan menegakkannya sﬁc_l_'alu

- empat fungsi sistery’

- terbuka bagi seluruh rakya,_
di dalamnya

kewenangan dan penggunaan
kekuasan  publik harus _ dlper—
tanggungjawabkan kepada

terbuka bagi pengkajian nasional-
semua pihak dalam kerangka da
hukum yang berlaku.

Lawrence M. Fried

a. Sebagai bagia
sosial  yang
manusia,

b. Sebagai sa
sengketa,

c. Sistem h
sebagai sociali

d. Hukum sebagsa
yaitu menekank
sebagai pemelihara

Menurut Friedman, ad

dalam sistem hukum™

(structure), substansi (substance)

budaya (cutture). Struktur adalah

menyangkut lembaga-lembaga yang
berwenang membuat dan melaksanakan

.,undang-—undang (.lﬂmbaga..pcradi]ank,dan),.,M, L T 110 ot o e S

lembaga legislatif). Unsur substansi
adalah materi atau bentuk dari peraturan

 perundang-undangan.

rakyat /

~ Unsur budaya
sikap orang terhadap hukum dan sistem

. hukum  yaitu menyangkut kepercayaan
- akan nilai, pikiran atau ide dan harapan
. mereka.’ '

- Struktur yang baik tidak akan berjalan
.+ dengan baik jika tidak ditunjang oleh :
~ substansi hukum yang baik. Begitu pula

* substansi hukum yang baik tidak dapat
~ dirasakan
~ ditunjang oleh struktur
- Selanjutnya, struktur dan substansi yang
- baik

kalau _
yang baik.

. manfaatnya

tidak akan dapat dirasakan
eksistensinya kalau tidak didukung oleh
budaya hukum masyarakat yang baik

~ pula. Dengan demikian, hukum akan
berperan dengan baik apabila ketiga
pék subsistem yaitu struktur, substansi
" dan budaya hukum saling berintegrasi

ainkan  perannya  sesuai
ngga hukum akan berjalan
pgeimbang sesuai dengan

n nilai-nilai luhur,
1 kerangka acuan
hidupan individu,
vidl' dan individu dengan
a,dalam suatu lingkup
ngsa. 10 Pandangan hidup
“Jadbnesia telah dirumuskan

alam kesatuan rangkaian lima sila yang
dinamakan Pancasila. Rumusan
Pancasila dikemukakan pertama Kkali

tidak -

B. Arief Sidartha, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat
Keilmuwan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan llmu Hukum Nasional (Bandung: Mandar Maju,

2000), hlm. 9.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Op.Cit., him. 312.

Ibid,
Juni, Op.Cit., him. 283.

Majalah Hukum

Nasional Nomor

I Tahun 20135




 serta alam sekitarnya;
~ b. Pandangan

~ tengah bangsa-barf

.hidup bangsa adalah:'? =~
- a. Kerangka

dalam p1dato Sukarno pada -anggal 1
Juni 1945 dalam Sidang BPUPKL.!!
Fungsi Pancasila sebaga1 pandangan

acuan . balk i untuk
o kehldupan diri pr1bad1 maupun dalam

hidup - - Pancasi 5i11i
- dijadikan masyarakat Indone
- mengembangkan iy
kemanusiaannya sebaga'l i)
individu dan mahluk soma]’
rangka — mewujudkan kehldupan
bersama menuju satu pandangan
hidup bangsa dan safu pandangan
hidup negara yaitu Pancasﬂa

Pancasila sebagai pandangan h up,
bangsa Indonesia merupakagrt
segala sikap, tingkah lak
bangsa Indonesia agar
berkembang eksis

Dengan demik
pandangan
merupakan tol
bangsa Indone
bagi kehidupang,
beragama dan %
Tuhan Yang
kebudayaan, pendid
pembinaan hukum n3
sebagainya. Oleh Kkary
sebagai pandangan hidupsbe
utuh, lengkap dan sempurna yang
memancarkan isi jiwa bangsa Indonesia,
serta tidak terikat pada unsur kekuasaan
yang ada pada suatu negara.'?
_ Nilai-nilai _ Pancasila

p  hidup bangsa
'Y demikian, Pancasila sebagai pandangan
~pidup bangsa berarti nilai-nilai yang

__adalah

'pandangan hldup yang berkembang

dalam sosial budaya bangsa Indonesia

..yang lahir dari. ~pengalaman . hidup,
~ sejarah perjuangan dan cita-cita bangsa
. Indonesia. Dalam nilai-nilai Pancasila

- terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita

- bangsa Indonesia yang diangkat dari-
- nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan dan A
* nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam =~
- pandangan hidup bangsa Indonesia. :

Nilai Pancasila dianggap sebagai
nilai dasar budaya dan sebagai jiwa atau

- watak kepribadian dan identitas bangsa.
— Pancasila

sebagal pegangan hidup
memberikan dasar, isi, arah, dan tujuan
Indonesia.  Dengan

rkandung dalam Pancasila dijadikan
' dasar dan pedoman dalam
ap dan tingkah laku
hesia di segala bidang

i, dan esensi nilai-
at dikategorikan
ertama, umum-
pangkal tolak
bidang-bidang
hukum Indonesia,
dalam berbagai
Kedua, umum-
gai pedoman kolektif
a Indonesia, terutama
kkan tertib  hukum
; iga, khusus-kongkret,
alam artian isi, arti, dan esensi
Pancasila dapat dijabarkan dalam
berbagai bidang kehidupan. '
Berdasarkan hal tersebut di atas

_dapat  disimpulkan bahwa Pancasila. .. .. .. ... . .

Jarmanto, Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politik, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1982),

hlm. 110,

Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto, dan Fokky Fuad, Pancasila Suatu Analisis Yuridis, Historis, dan
Filosofis (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), him. 88-91.

Jarmanto, Op. Cit., him. 126.

Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi,

cet. 4 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 17-21.

Juni, Loc. Cit.
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b. Filsafat adalah proses kritik atau

adalah : ; }

a. Pandangan hidup bangsa Indoncsm i pemikiran terhadap kepercayaan dan

__yang menentukan warna, SIfat dan isi . sikap yang sangat kita junjung tinggi;

: -'lea atau keprlbadlan b_angsa ~c. Filsafat - adalah  usaha = untuk
- Indonesia; J ~_mendapatkan gambaran keseluruhan
i.b_. .Dasar falsafah Negara 'Repubhk . yang dibedakan dari filsafat kritik;

~ d. Filsafat adalah analisis logis dari.

~ kata dan konsep;

. yang langsung mendapat perhatian:
Istilah filsafat diambil darl'bah_asa - dari manusia yang  dicarikan

“ Yunani “Philos” artinya suka ‘atau cinta ~ jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.

~dan“Sophia” yang artmya kebuak—

- melalui alur berpi

sanaan. Dengan demikian, ﬁlsafat secara Objek kajian utama filsafat adalah
harafiah berarti cinta kepada k_ebija__k- ,  alam dan fokusnya adalah manusia
sanaan. Pencaharian "kébijaksanhfin /% dilihat dari kedudukannya sebagai
bermakna menelusuri hakjkat a-f b—apanusia dan fungsi serta perannya
sumber kebenaran, dan - ‘sebagai anggota masyarakat. Namun
filosofi tidak lebih dar en sesungguhnya filsafat
berpikir yang rasional ala sesuatu yang fisik dan
Filsafat adalah pencg menyatakan seluruh
ungkin ada sebagai
arnya, sebagaimana
atu adalah hekikat
kritis  filsafat
ga pendekatan
1 pendekatan
i dan aksiologis.'’
gai dasar filosofis
ibukaan UUD 1945

membincangkan
teratur mengi
sehingga taha
diikuti.'®
Filsafat adafah:
dan perenunganiditi
merefleksi teruta
yang ada, tentang

keumumannya. landasan kefilsafatan
filsafat adalah hal ari dan  menjiwai
kegiatan berpikir dan fentuan-ketentuan  yang
rasional.!” KT - UUD 1945 baik dalam
Otje Salman menyata can ada lim buh maupun penjelasannya.
definisi mengenai pemahaman tentang Ajaran filsafat Pancasila baik sebagai
filsafat yaitu:'® filsafat hidup maupun sebagai filsafat
a. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan negara (dasar negara) berfungsi sebagai
_kepercayaan terhadap kehidupan alam  jiwa bangsa dan jati diri nasional. Nilai-
yang biasanya diterima secara tidak nilai Pancasila secara konstitusi adalah
kritis; asas kerohanian bangsa dan jiwa dari
16 Ibid., him. 16.

B. Arif Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat
Hukum, cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 65.

Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalahnya), cet. 2 (Bandung: Refika
Aditama, 2011), him. 3.

Juni, Op.Cit., hlm. 16-17.
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 bahasa serta penjelasan tentang arti

" e. Filsafat adalah sekumpulan problema_-__i.




. Maksud dari

UUD Negara. >’ RN :
- Pancasila sebagai - dasar_ _f"ﬁlsafat
negara merupakan dasar bag1 manusia

Indonesia dalam rangka h1dup bernegara.
- Soedijono
i menamakannya sebagm suatu-' ._speczes

Kartohadlpmdjo

genus - ﬂlsafa

Indonesia adalah Pancasﬂa

~pandangan hidup bangsa merupakan

- tolok ukur bagi setiap ‘tingkah laku,

- perbuatan manusia Indonesia di segala

aspek  kehidupan balk “kehidupan

bernegara, bermasyarakat berkebudaya- ) 4

pribadinya.?! .:\ it
Pancasila sebagaI

(falsafah) negara juga daps

bahwa Pancasila seb
kebijakan segenap  a
negara sebag;
pemerintahan neg
negara dan landas
Indonesia me
nya, serta lan
dalam menje

rakyat yang dip
Dengan demikis

pedoman, dasa
penyelenggaraan
Republik  Indonesia

kedudukan hak da
negara terhadap negal
sesama warga negara seria hak ¢
kewajiban negara terhadap warga
negaranya. '
Sebagai sebuah falsafah, Pancasila

~sebagai mengandung pandangan, nilai

. the
~dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat
.. Pancasila dapat didefinisikan sebagai
- refleksi .

' -.:'Pancasﬂa' merupakan ha511 perenungan

jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh
founding  fathers kita, yang

: kritis dan rasional tentang
. Pancasila sebagai dasar negara dan
- kenyataan budaya bangsa

dan secara induktif dengan mengamati

- gejala-gejala sosial budaya masyarakat.

Landasan filsafat Pancasila dapat

~dilihat dalam wawasan filsafat yang

meliputi bidang penyelidikan ontologi,

epistomologi dan aksiologi sebagai
berlkut 22

—gr Secara ontologis,  penyelidikan
4 Panc_asﬂa sebagai filsafat

dkan sebagai upaya untuk
1 haklkat dasar dari sila-sila
terdiri dari lima sila
bukanlah asas yang
ndiri melainkan satu

pada
manusia, sechingga
g pokok dari sila-sila
manusia Indonesia

Maha Esa.
mologi kajian Pancasila
sebagai filsafat dimaksudkan sebagai

upaya untuk memecari hakikat
Pancasila sebagai suatu sistem
pengetahun. Ini berarti Pancasila

_menjadi_suatu_belief system, sistem

dan pemikiran mengenai substansi dan isi
pembentukan  ideologi  Pancasila.
Menurut Ruslan Abdul Gani Pancasila
dikatakan sebagai filsafat karena

cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh
karena itu susunan Pancasila sebagai
suatu sistem pengetahuan harus
memiliki unsur rasionalitas.

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Op.Cit., him. 392,
Soediman Kartohadiprodjo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila (Bandung: Alumni, 1980), him. 57.
Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto, dan Fokky Fuad, Op.Cit., hlm. 88-91.
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o _ dengan
- melakukan pembahasan secara deduktif
© yakni dengan mencari hakikat Pancasila -




suatu nilai-nilai yang ber51fat i
~ fundamental dan menyeluruh

- suatu kesatuan da

& Slla sila’ Pancas:la sebaga
sistem filsafat memiliki satu kesatuan
~dasar aksiologi yaitu nilai-nilai yang
~ terkandung dalam ~Pancasila pada
- hakikatnya juga merupakan kesatuan.
- .Ak31010g1 Pancasﬂa menganduug artl

 Pancasila sebagal dasar
negara dan filsafat - hldup :_:'bangsa
Indonesia pada haklkatnya merupakan

Pancasila merupakan kesatuan yang bulat
dan utuh, hierarkis dan sistematis.

Dengan demikian, Pancasila yang terdm

dari lima sila pada haklkatnya ada
suatu sistem filsafat alil
berhubungan, saling beke’jr' ]
suatu tujuan tertentu
keseluruhan merupaka
utuh. Isi sila-sila

setiap sila tida
sendiri dan te
kelima sila
keseluruhan yan
sila satu dengan
bertentangan. :
Nilai-nilai Pan
dan subjektif. Mak
bersifat objektif adalah
sila-sila Pancasila mex
yang bersifat universal;
nilai Pancasila akan tetap a aepan_lan
masa dalam kehidupan bangsa Indonesia,
(c) Pancasila memenuhi syarat sebagai
pokok kaidah yang fundamental negara

~ sehingga merupakan sumber hukum

'-;pada
~ dijelaskan sebagai berikut: (1) nilai-nilai
. Pancasila merupakan hasil pemikiran,
* penilaian  kritis,
~filosofis bangsa Indonesia, (2) nilai-nilai
- Pancasila merupakan filsafat (pandangan
. hidup). |
- merupakan jati diri bangsa, yang diyakini -
- scbagai sumber nilai atas kebenaran,
- kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan = -
~ dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

" estetis,
manifestasinya

) umdmnmlunmm

kenegaraan  di

angsa IndoneSJa sendm yang

‘refleksi

“serta hasil

‘bangsa  Indonesia  sehingga .

dan bernegara; (3) nilai-nilai Pancasila

- didalamnya terkandung ketujuh nilai-
* nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran,

keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis,
dan nilai religius yang
sesuai dengan budi
pekerti dan hati nurani bangsa Indonesia
karena bersumber ‘pada kepribadian

demikian, nilai-nilai
bangsa  Indonesia
an, dasar yang
otivasi moral serta
natan baik dalam
1 maupun dalam
sehingga nilai-nilai
flai yang dicita-
;an dan kebenaran
an menjadi suatu

Sistem  Hukum
alam Perspektif

~ Pancasila ditempatkan  dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai landasan kefilsafatan yang
melandasi dan menjiwai kehidupan
Indonesia, termasuk

positif di Indonesia.

Nilai Pancasila bersifat subjektif
dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-
nilai Pancasila bergantung atau melekat

penyusunan dan penerapan tata hukum di
Indoensia, termasuk juga menentukan
arah dan  melaksanakan  politik
hukumnya. Penerapan atau realisasi

Kaelans, Pendidikan Pancasila Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai
Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara,
cet. 8 (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hlm. 76-77.
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_ Pancasﬂa

Pa_ﬁcési]a' di bldang ]
menumbuhkan ketentuan—ketentuan
hukum yang dijiwai dan dlwarnal oleh

‘Nilai-nilai

'kehxdupan bangsa Indonesm _'.dlakul

sebagm falsafah hzdu_p _atau:-' andangan
 budaya
- Pancasila dijadikan

~laku
- hubungannya dengan tujuan bemegara
~kehidupan --

~ kaidah hukum dan pranata-pranata

Indonesia.
] dasar
dalam mengatu__r_ ;
Indonesia -

pedoman

manusia dalam

bermasyarakat

hubungannya dengan alam semesta, dan

dalam segala bidang kehrdupan termasuk :

bidang hukum. %
Filsafat Pancasila dapat d1defm"
secara ringkas sebagai reﬂeksr Kritis
rasional tentang Pancasila :
negara dan kenyataan
dengan tujuan unty
pokok-pokok
mendasar dan
demikian, Panc
mengandung

ISTASD
Pancasila.> \

Pandangan ;
memberikan ke
keseluruhan  p
peraturan-peraturan
penerapannya da
bermasyarakat. Tata
perpaduan dinamis antara :
hidup yang dianut dan kenyataan hidup
manusia yang dipadatkan  dalam
keseluruhan asas-asas hukum, kaidah-

. berlaku dan akan

pandangan hidup yang dianutnya.
Filsafat hukum yang dianut akan
~berperan sebagai landasan kefilsafat-an
- dan norma kritik bagi berlakunya sistem

- hukum .
il kehldupan hukum di dalam masyarakat _
. yang. bersangk:utan yang meliputi
. pembentukan
- penegakan hukum. Filsafat hukum yang

diwarnai B oleh

akan

serta  keseluruhan  proses

dan penerapan

dianut adalah bagian dari pandangan
hidup yang dianut dalam masyarakat

- yang bersangkutan. Dengan demikian,
- dapat dikatakan bahwa filsafat hukum

adalah penerapan pandangan hidup

~ dalam bidang hukum.

Filsafat hukum adalah ilmu yang

\_mempelajari hukum secara filosofis.

ukum dikaji dalam pendekatan hakikat
ke, wseluk beluk hukum dan tujuan
fat hukum adalah cabang
afat tingkah laku atau
empelajari  hakikat
safat hukum adalah
fisnya sangat luas
t hukum berkaitan
kum, penerapan
ukum.”® Filsafat
i hukum sebagai
ihifestasi dari suatu
nya.26

up bangsa Indonesia
n dalam rangkaian lima
makan Pancasila yang
. alam Pembukaan UUD
5 sebagai landasan kefilsafatan yang
mendasari dan menjiwai penyusunan
ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945,
Dengan demikian, penyusunan dan

- penerapan tata hukum di Indonesia harus

‘hukum yang tersusun dalam struktur

yang bersistem. Filsafat hukum akan
merumuskan landasan kefilsafatan dan
norma kritik bagi tata hukum yang

[
=3

i

dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa.
Penerapan atau realisasi Pancasila

pada bidang hukum menumbuhkan

Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya (Jakarta: Gramedia, 1989),

hlm. 12-13.
Juni, Op.Cit., hlm. 77.
Sidharta, Op.Cit., hlm. 66.
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~ hukum positif tumbuh ¢
~ dibuat oleh masyarakat I _
.mengatur dan mewujudkan kete_mban

~ yang sccara defig

ketentuan ketentuan hukum _ya_n dijiwai
atau  diwarnai  oleh  Pancasila.
Keseluruhan tata hukum sebagal suatu
sistem aturan hukum positif merupakan

. penjabaran atau penerapan Pancasila di
- bidang hukum yang dapat dlsebut hukum

Paneasila. Hukum Pan

yang adil dalam

kehldupan
kemasyarakatan di Indonesm -

“karena itu, hukum Pancasila dajaat
- dikatakan sebagai hukum (, 1

Indonesia.*’ R

Hukum nasional Indonesm adalah
kesatuan  hukum atau
perundang—undangan yang dibangu
untuk mencapai tujuan, dasar-‘-‘-'dan

Pancasila dan UUD 1945.
Indonesia adalah memb
adil dan makmur b

alinea ke empat Pg
yang meliputi:
1. Melindungi
seluruh tump
2. Memajukan
3. Mencerdaskan ke
4. Tkut melaksan
berdasarkan
perdamaian abadi da

Pencapaian tujuan
selain berpijak pada lima 8
yaltu Pancasila, juga berpl_]ak pada empat
prinsip cita hukum yaitu:*®
a. Melindungi semua unsur bangsa demi

keutuhan,

. manusia dan masyarakat
peraturan A

un_/ %__negara Indonesia adalah konsep Negara
‘ Pancasila yang bersumber pada

' c Mewu_]udkan kedaulatan rakyat dan

negara hukum,

d. Menciptakan toleransi atas dasar

~ kemanusiaan dan berkeadaban dalam
- hidup beragama.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD

o '19_45 disebutkan bahwa negara Indonesia
. adalah negara hukum. Dengan demikian,
- hukum merupakan prinsip pokok yang
- harus diterapkan dan dipegang teguh
- dalam - perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan agar

- penyelenggaraan pembangunan berjalan
- tertib, teratur, terkendali,

_efektif dan
efisien guna meningkatkan kualitas
Indonesia.
Konsep negara hukum yang dianut oleh

an budaya bangsa Indonesia
gdakannya dengan negara

3, Pancasila menurut B.
empunyai  ciri-ciri

adalah negara
dalamnya semua
fagaan harus selalu

sila adalah negara
ng dalam keseluruhan
gnegakkannya  selalu
seluruh rakyat, yang
mnya pelaksanaan kewenangan
dan penggunaan kekuasan publik
harus dipertanggungjawabkan kepada
rakyat terbuka bagi pengkajian
nasional oleh semua pihak dalam

~b. Mewujudkan keadilan sosial dalam -

bidang ekonomi dan kemasyarakatan,

27
28

29

Kartohadiprodjo, Op.Cit., hlm. 41.

R T T R &

berlaku.

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2010), hlm. 18.

B. Arief Sidartha, Refleksi Tentang Struktur Illmu Hukum, Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat
Keilmuwan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional (Bandung: Mandar Maju,

2000), hlm. 9.
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Berdasarkan tujuan neg { éSar
negara dan cita-cita hukum ‘negara
Indonesia yang berlandaskan Pancasﬂa

_yaltu Negara Hukum Pancasila, maka

- diperlukan suatu sistem hukum_ nas1ona1
- sebagai wadah atau p1_1akan-'da' f.f.arah

struktur, budaya, sarana p

- perundang-undangan dan - semua.'x sub

- unsurnya) yang antara satu dengan yang

~ lainnya saling bergantung dan yang

bersumber pada Pancasﬂa dan UUD
1945.

Mertokusumo  adalah  tatanan
kesatuan yang utuh, ya:tu"'kaldah
pernyataan tentang yang .s
sehingga sistem huk
sistem normatif. Den
hukum adalah
terorganisasi dan
tujuan kesatuan.?
diarahkan pa
mewujudkan
kedamaian _
menciptakan ket
hukum.’! '
Lawrence

mengemukakan e

hukum yaitu:*?

a. Sebagai bagian
sosial yang me
manusia,

b. Sebagai sarana untuk menyelesa]kan
sengketa,

c. Sistem hukum mememiliki fungsi
sebagai social engineeringfunetion,

utama  dalam

- struktur

- (substance)  dan
~ Struktur adalah menyangkut lembaga-
- lembaga yang berwenang membuat dan
. melaksanakan undang-undang (lembaga
- peradilan dan lembaga legislatif). Unsur
" substansi adalah materi atau bentuk dari
- peraturan  perundang-undangan. Unsur

Menurut Frledman ada tlga unsur
‘sistem  hukum  yaitu:
substansi
(cutture).

~ (structure),
budaya

budaya sikap orang terhadap hukum dan
sistem hukum yaitu menyangkut

- kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide
- dan harapan mereka.?

Struktur yang baik tidak akan

,  berjalan dengan baik jika tidak ditunjang
Sistem hukum menurut Sudlkno "o

oleh substansi hukum yang baik. Begitu

—.pula substansi hukum yang baik tidak
at dirasakan manfaatnya kalau tidak

oleh struktur yang baik.
truktur dan substansi yang
an dapat dirasakan
tidak didukung oleh
syarakat yang baik
ian, hukum akan
apabila ketiga
ruktur, substansi
1 galing berintegrasi
perannya  sesuai
kum akan berjalan
nbang sesuai dengan

ari dua belas unsur yaitu:
asuk asas-asas hukum);
. Keseluruhan lembaga hukum;
. Proses dan prosedur hukum:

. Sumber daya manusia;

d. Hukum sebagai social maintenance
yaitu menekankan peranan hukum
sebagai pemelihara.

30
31
32

33

Juni, Op.Cit., hlm. 275.
Kartohadiprodjo, Op.Cit., hlm. 49.

. Sususan dan sistem organisasi serta
koordinasi antar lembaga hukum;

. Peralatan  perkantoran lembaga-
lembaga hukum;

c
d
(5]
f. Sistem pendidikan hukum;
g
h

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Op.Cit., hlm. 312.

Ibid.

= Majalah Hukum

Nasional Nomor

I Tahun 20135




1 "Anggaran

- yang akan mempeng

(TN

i Pérangkﬁf lunak
pelaksanaan yang tepat;

sep ert1 : pem'njuk

j. Informasi hukum, perpustakaan “dan

_ penerbitan dokumen-dokumen serta

© - buku atau website (melalul mtemet),
k. Kesadaran hukum ~dan - perilaku

~hukum; _
belanja

: tugas lembaga
- penyelenggaraan
- hukum yang profeswnal

pembangunan'

Sunaryati — Hartono .' L i
bahwa apabila kita bertekad = untuk
mempertahankan identitas kita sebagai

bangsa Indonesia, maka kita tetap hams :

setia pada nilai-nilai Pancasﬂa;:seb
upaya dalam membangun suatu sist
hukum nasional. Sistem h;u
dibangun  dengan ter
membina suatu budaya

efektivitas berla
sebagai kaidah huki
Sunaryati Hartono
memungkinkan
bertahan dalam p
sehingga Pancasi
kompas bagi pe

bahwa masalah-masal

soalkan dalam sistem

lima hal yaitu: .

1. Elemen atau unsur-unsur
hukum;

. Bidang sistem hukum;

. Konsistensi sistem hukum;

. Pengertian dasar sistem hukum;

. Kelengkapan sistem hukum.

Perbedaan pendapat yang
dikemukakan oleh ketiga ahli hukum
mengenai unsur-unsur sistem hukum

34
35

Kartohadiprodjo, Op.Cit., hlm. 365.

- tidak i perlu.

-betpé;ﬁd pat

diiﬁe:rféntangkan;'_ ' Hal _
terpenting yang harus dipahami bahwa

- sistem hukum nasional adalah kesatuan
~ hukum dan perundang-undangan yang
- terdiri dari banyak komponen yang saling
“bergantung - yang  dibangun
.. mencapai tujuan. negara yang berpijak -
‘'pada dasar dan cita hukum yang
~ terkandung dalam UUD 1945 dan dijiwai =
~ oleh Pancasila.

untuk

Pembangunan  sistem

terjadi  dalam

perkembangan dunia global yang

. berpengaruh pada arah politik hukum di

Indonesia. Hal ini dikarenakan politik

hpkum merupakan kebijakan negara
{(legal policy) yang berkenaan dengan

hukum mencakup
hukum  dan
yang  dapat
ih arah kemana
‘dan ditegakkan,
harus tercermin
muatan atau isi
ran - perundang-

, dan  perencanaan
Harus dilakukan secara
‘ ‘Sistem Hukum Nasional

rdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
sehingga diperlukan satu rencana
strategis pembangunan hukum nasional
sebagai grand design yang menjadi

. pegangan. dan.  acuan dalam upaya

pembangunan hukum jangka panjang.
Sistem hukum nasional diharapkan dapat
menjamin tegaknya supremasi hukum
dan hak-hak asasi manusia berdasarkan
keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu,

Ahmad Muliadi, Politik Hukum, cet. 1 (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm. 11-12.
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‘nasional juga tidak bisa terlepas dari
perubahan  yang
~ketatanegaraan Republik Indonesia dan




~ nasional antara lain dxdukung
- sistem sebagai berikut:*’

suatu s1stem hukum nasmnal seharusnya
memberikan jaminan pada__ (1) per-

lindungan hak dan kewajiban rakyat
 Indonesia;
- keadilan bagi
transparansi dan akuntab:htas pelayanan

(2) kepastian hukum dan
semua  pihak;  (3)

Terbentuknya

1. Terbentuknya satu- kesatuan ,sastem

_ Tahun), Pada Pelita I (1970-1975), Teori .

~ hukum nasional;

- 2. Tidak ada hukum yahg mem r_1kan

~ hak istimewa kepada war ganegaranya
berdasarkan suku, ras, dan ¢ agama
3. Pembentukan hukum ;
memperhatikan
masyarakat serta llllal kearlfan _
4. Pembentukkan hukum
didasarkan pada
masyarakat; P
5. Hukum dlbentuk (lé
kesejahteraan
bagi selu
terlaksanan
hukum dan
Pemban
nasional yang
pembangunan }
yang saling terd
perencanaan jang
dan pendek, seh
sistem hukum nasio
arah yang benar, bg
yang tepat agar hasi]
efektif dan efisien. o
Pada masa Orde Lama, perencanaan
dan arah pembangunan dituangkan
dalam Pelita I (Pembangunan Lima

Hukum Pembangunan yang
dikemukakan oleh Mochtar
Kusumatmadja dimasukkan sebagai
materi hukum. Pandangan Mochtar

36
37
38

Ibid., him. 47.
Ibid., hlm. 54,

- Kosumatmada ,_
peranan hukum dalam pembangunan
~ nasional adalah sebagai berikut:**

oo harusp .
kemajemuka A

.dalam .. ma.syarakat.. dan

téﬁtan fud fun gs'i. ' Ida_n

1. Dalam masyarakat yang sedang
- membangun selalu dicirikan oleh
- perubahan dan hukum berfungsi agar
- dapat menjamin perubahan itu terjadi

~dengan cara teratur. Perubahan yang

teratur dapat dibantu oleh perundang-

- undangan atau keputusan pengadilan

atau kombinasi keduanya. Mochtar

menolak perubahan dengan

menggunakan kekerasan. :
2. Hukum menjadi satu sarana (bukan
alat) yang tidak dapat diabaikan dalam
proses pembangunan.
. Fungsi hukum dalam masyarakat
‘adalah mempertahankan ketertiban
mela]ul kepastian hukum dan juga
sebagai kaidah sosial harus
gatur (membantu) proses
alam masyarakat.

yang merupakan
i nilai-nilai yang

kekuasaan yang
batas rambu-rambu
n dalam hukum itu.

engemukakan hukum
a dalam pembangunan buka

 alat (toals) agar pembangunan dapat

dilaksanakan dengan tertib dan teratur,
dan hukum hanya dapat berfungsi jika
hukum sesuai dengan hukum yang hidup

_mpn1pq|ﬂnh P O P

pencerminan nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat. Nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat Indonesia,
adalah nilai-nilai pancasila sebagai

Romli Atmasasmita. Teori Hukum Intergatif. cet. 1 (Yogvakarta: Genta Publishing. 2012). hlm. 65-66.
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__ yakni  masa
- Pembangunan,
Nasional dan Kabinet Gotong Royong,

- Nomor 25 Tahun 2

pandangan hidup bangsa- ‘day

falsafah negara. e
~Pada masa Orde Baru,- arah

kebuakan dan pembangunan ‘hukum

dltuangkan dalam GaI‘IS-GHl‘IS Besar

tercantum dalam Bab IV huruf A,
Selanjutnya pada masa era reformam

kabinet -
Kabmet

Reforma51

program pembangunan  nasional
dituangkan dalam Propenas (Program

Pembangunan Nasional) yang berIaku .

dari tahun 2000-2004 yang mel;
berbagai bidang termasuk - bid;
hukum. ;

Dalam perkembang
berdasarkan Pasal 4

Perencanaan Pe
disusunlah R
Jangka Panjang
visi, misi, da
nasional  yangi “di
Undang-Undang

tentang Rencana
Panjang Nasional ®
Pelaksanaan Rencan
Jangka Panjang Nasiona
tahap-tahap perencand@n=pe
periodesasi jangka men

lima tahunan yang dituangkan dalam

RPJM Nasioanal I Tahun 2005-2009;
RPJM Nasional Tahap II Tahun 2010-
2014; RPJM Nasional Tahap III Tahun

~2015-2019; dan RPJM Nasional Tahap ..

IV Tahun 2020-2025. RPJP Nasional
digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun RPJM  Nasional yang
dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), sedangkan
penyusunan rencana kerja jangka

39

Ibid.

Pers ituan

. k __panjaﬁg&aér'éh'(f{ﬁ PD) harus nﬁeﬁgabu___

pada RPJP Nasional.
Pada Rencana Pembangunan Jangka

~ Panjang Nasional, sistem hukum yang
- digunakan adalah sistem hukum yang

~ dikemukakan oleh Friedman. Menurut
-+ Friedman, !
- organisasi kompleks di mana terjadi
- interaksi antara struktur, substansi dan =

~ budaya.*® Dengan demikian, penyusunan

- dan perencanaan hukum nasional secara -

terpadu dalam sistem hukum nasional

- meliputi unsur substansi, struktur dan

sistem hukum  adalah &

budaya hukum yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka menata sistem hukum

nasional secara menyeluruh dan terpadu

Yang didasarkan pada Pancasila dan
1945, maka diperlukan satu
egis pembangunan hukum
cal grand design yang
egangan dan acuan
bangunan hukum

perencanaan

undang-undang
tematis, terpadu
dengan program

slasi nasional jangka
a_stahun dan program

Judul rancangan undang-undang yang

akan dibuat akan tetapi apa yang mau
dicapai dengan mengesahkan rancangan
undang-undang tersebut, sehingga dapat

-menjadi--produk - perundang-undangan

yang seseuai dengan jiwa negara hukum
bangsa Indonesia yang berlandaskan
pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpul-
kan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik,
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- dengan
. Prolegnas
Rancangan :
- Prolegda (penyusunan daﬂar Ranc ngan
- Peraturan Dacrah),

-Pancasila -

berkuahtas dan se_]alan 'dengan T udaya
bangsa Indonesia hanya dapat d}]akukan
bila- - dilakukan

-secara - terencana,

sistematis dan terpadu; ‘melalui ‘suatu
‘gistem hukum nasmnal dllaksanakan
perencanaan

mewludkan

sehmgga befada

~Dari uraian di atas dapat dlsunpulkan

sebagai berikut: ] i
1. Bahwa kedudukan Pancasxla sebaga1 A
Pandangan hldup bangsa merupakan \

luhur, yang
kerangka acuan - up
kehidupan individu, i
dan individu deng
dalam suatu 4
berbangsa.
pandangan
yang merup:
dan jiwa
Indonesia.
luhur bangsé
kristalisasi p
falsafah yang
etika dan moral
Indonesia. Pancasil
an hidup bangsa®
yang terkandung
dijadikan sebagai dasar dan pedoman
dalam mengatur sikap dan tingkah
laku manusia Indonesia di segala
bidang kehidupan. Oleh karena
sebagai
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
yang merupakan landasan kefilsafatan
yang mendasari dan menjiwai
penyusunan ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam UUD 1945. Ajaran
filsafat Pancasila baik sebagai filsafat
hidup maupun sebagai filsafat negara
(dasar negara) berfungsi sebagai jiwa

7 kesatuan dan keutuhan,

bangsa dan jati diri nasional. Pancasila

sebagai  dasar  filsafat  negara
‘merupakan - dasar - bagi -manusia
Indonesia dalam  rangka hidup

- bernegara yang pada hakikatnya
‘merupakan suatu nilai-nilai
“bersifat sistematis, fundamental dan
‘menyeluruh.

yang

Sila-sila

merupakan kesatuan yang bulat dan

~ hierarkis  dan

pada hakikatnya adalah suatu sistem
filsafat yang saling berhubungan,
saling bekerja sama untuk suatu tujuan
tertentu dan secara keseluruhan
merupakan kesatuan yang utuh. Isi
sila-sila Pancasila merupakan suatu
schingga
tla sila tidak dapat berdiri sendiri-
lan terlepas dari sila lainnya,
a tersebut terikat sebagai
vang bulat, serta di antara
i yang lainnya tidak

sebagai Sistem
.bangsa Indonesia
- dalam rangkaian
pamakan Pancasila
dalam Pembukaan
sebagai  landasan
ng mendasari dan
nyusunan  ketentuan-
m UUD 1945, sangat
hi pembangunan sistem

Indonesia. Dengan demikian,
penyusunan dan penerapan tata
hukum di Indonesia harus dilandasi
dan dijiwai oleh Pancasila sebagai

atau realisasi Pancasila pada bidang
hukum menumbuhkan ketentuan-
ketentuan hukum yang dijiwai atau
diwarnai oleh Pancasila. Untuk
mencapai tujuan negara, dasar negara,
dan cita-cita hukum negara Indonesia
yang berlandaskan Pancasila yaitu
Negara Hukum Pancasila, maka

sistematis.
Pancasila yang terdiri dari lima sila
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diperlukan suatu  sisten kum
nasional, sebagai wadah atau '_1Jakan
dan arah pembangunan 1
'_'3na'si0na1 Sistem hukum nas_lonal

- unsur-unsur
- struktur, budaya, s _
o _perundang—undangan '-dan semua st
‘unsurnya) yang antara satu de

- yang lainnya saling bergantung dan

. yang bersumber pada Pancasila dan
. UUD 1945. Upaya pembangunan

_hukum menujLtemujudnya,f-_smtem—terpaduf dalam  Sistem  Hukum } :

hukum nasional tidak hanya meliputi
pembangunan materi hukum akan |,
tetapi juga pembangunan budaya N
hukum, lembaga dan apa} atur./

modernisasi sarana_‘

7 ARMA WASPADA

hukum Seluruh komponen dan unsur-
unsur sistem hukum nasional harus
dibangun secara simultan, sinkron dan

- terpadu dan hanya dengan pendekatan
- yang sistemik dapat dibentuk dan
. diwujudkan sistem hukum nasional

yang utuh dan  menyeluruh
berdasarkan - filsafat Pancasila dan

 jiwa UUD 1945 serta sekaligus :
terpenuhi kepentingan dan kebutuhan = -

masyarakat di masa mendatang. -

- Penyusunan dan perencanaan hukum

nasional harus. dilakukan secara

Nasional berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, sehingga diperlukan satu
rencana  strategis = pembangunan

- hukum nasional sebagai grand design
yang menjadl pegangan dan acuan

paya pembangunan hukum
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